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TENAGA KERJA WANITA DISEKTOR INFORMAL
DANPERLINDUNGAN HUKUMNYA

Oleh : Mila Karmila Adi °

Dilematisme tentang pekerja wanita di sektor informal masih terus bergulir.
‘Kekosongan hukum dalam masalah ini ternyata sangat mendukung
semua ypaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk semakin
menyudutkan mereka. Meski faktor yuridis bukan satu-satunya
penyebab ketersudutan pekerja wanita di sektor ini, namun,
menurut Mila Karmila Adi dalam tulisan berikut,
sangat mendesak kiranya untuk segera diberikan
perlindungan yuridis yang lebih riil kepada

mereka. .

PENDAHULUAN

Bentuk keluarga pada umumnya ialah
suami sebagai kepala keluarga dan bertanggung
jawab untuk memenuhi segala kebutuhan hidup
istri dan anak-anak. Prinsip ini telah dituangkan
dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia
tahun 1974 No. | pasal 34 ayat (1). Sedangkan
istri mempunyai kedudukan dalam keluarga
dengan kewajibannya mengatur rumah tangga
sebaik-baiknya (pasal 34 ayat (2) UU.1/1974).

Pada zaman sekarang bentuk keluarga seperti
tersebut di atas, yaitu keluarga dengan konsep
patriaki, sudah mulai mengalami perubahan
seiring dengan perubahan dalam berbagai
bidang kehidupan masyarakat. Istri tidak hanya
melaksanakan tugasnya dalam rumah tangga,
tetapi juga bekerja di luar rumah untuk
menambah pendapatan keluarga atau bahkan
untuk meniti karir.

*) Mila Karmila Adi, SH., adalah staf pengajar pada FH. UTI Yogyakarta.
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Pada dasamya perbedaan antara pria
dan wanita dapat diwakili olch dua konsep, yaitu
Jenis kelamin dan gender. Perbedaan jenis
kelamin mengacu pada perbedaan fisik,
terutama pada perbedaan fungsi reproduksi.
Sementara itu gender merupakan interpretasi
kultural atas perbedaan jenis kelamin. Gender

membagi atribut dan pekerjaan menjadi-

"maskulin" dan "feminin",

Perbedaan pandangan atas gender
inilah yang masih merupakan suatu
permasalahan konvensional dalam bidang
ketenagakerjaan di Indonesia. Seorang wanita/
istri, misalnya dalam kebudayaan Jawa dulu,
adalah sebagai “konco wingking” (teman di
belakang) suami. Di mana wanita mempunyai
tugas “hanya” sekitar dapur-sumur-kasur, yaitu
sebagai istri, ibu dari anak-anaknya dan ibu
rumah tangga, sehingga menimbulkan suatu
pandangan bahwa tempat wanita adalah berada
di belakang suami. Sedangkan suami
mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan
keluarga, yaitu tugas untuk mencari nafkah,
dimana dalam melaksanakn tugasnya lebih

banyak keluar rumah dan berhubungan dengan

publik.

Sebenarnya sudah sejak dahulu,
wanita disamping melaksanakn tugas dalam
rumah tangga juga bekerja di luar rumah
(terutama wanita di pedesaan), walaupun pada
awalnya bertujuan membantu suami untuk
menambah pendapatan keluarga. Ikut sertanya
wanita terjun dalam lingkungan kerja utnuk

ymenambah pendapatan keluarga, vaitu dianggap

i
-I' sebagai tenaga kerja peringkat kedua, telah

menjadi pandangang yang sejak lama bahkan
sampai sekarang masih bertahan,

Terdorongnya wanita untuk bekerja
memperoleh penghasilan selain karena motif
ekonomi, juga karena keinginan untuk
membentuk karir dan bahwa dalam pembangu-
nan memerlukan tenaga kerja, dimana wanita
merupakan sumber daya manusia dan bagian
dari tenaga kerja yang dibutuhkan. Motif untuk
terjun ke dunia kerja ini juga didukung oleh
faktor-faktor yang memudahkan wanita
bekerja,yaitu : 2
1. Faktor ideolagis
2. Sifat pekerjaan
3. Peningkatan efisiensi pekerjaan di rumah
tangga.

4. Kesempatan pendidikan yang sama

5. Persamaan dalam dunia pekerjaan (occu
pational equality).

6. Kemajuan bio medis

Faktor-faktor yang memudahkan
wanita bekerja tersebut di atas telah
mengakibatkan peningkatan jumlah angkatan
kerja wanita pada tahun-tahun terakhir ini.
Tercatat peningkatakan proporsi angkatan kerja
wanita dari 40% per tahun pada tahun 1988
menjadi 41,8% pada awal tahun 1994 dengan
Jjumlah 6,3 juta atau 53% dari seluruh tambahan
angkatan kerja selama Repelita V.

Dengan adanya pandangan bahwa
secara fisik dan rawan oleh berbagai macam
bahaya/ancaman, terutama tindakan pelecehan
seksual secara fisik maupun psikis.

Kenaikan jumlah angkatan kerja

" Barbara Rogers, Domestication of Women dalam Fauzie Rizal dkk (editor), Dinamika Gerakan
* Perempuan di Indonesia, PT, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993, hal. 30.
+ 2) Suwarni Saljo, Implikasi-Implikasi Sosial Budaya dari Wanita yang Bekerja dalam Endang 1.
' Sedijoprapto (editor), Tenaga Kerja Wanita Indonesia, Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional - LIPI,

Jakarta, 1982, hal. 11.

3) Cosmas Batubara, Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam Fauzie Ridjal dkk (editor),

op. cit., hal. 38,
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wanita yang ikut tefjun di lapangan pekerjaan
(baca: di luar rumah), yang bahkan lebih besar
dari kenaikan angkatan kerja pria, dan semakin
diakuinya peranan wanita dalam pembangunan,
seharusnya juga diimbangi dengan peningkatan
perlindungan hukum terhadapnya.

Dalam peraturan perundang-undangan
kita, misalnya : Peraturan Pemerintah (PP)
tahun 1981 No.8 tentang Perlindungan Upah,
tidak dibedakan antara tenaga kerja wantia
dengan tenaga kerja pria. Namun dalam
kenyataannya terjadi banyak penyimpangan
yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang
ingin mengambil keuntungan sebanyak-
banyaknya, disamping masih adanya pandangan
wanita adalah tenaga kerja peringkat kedua.

Tulisan ini ditujukan sebagai tambahan
bahan pemikiran baik bagi kalangan akademisi
maupuan praktisi, dalam rangka memberikan
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja
wanita, khususnya di sektor informal.

ALOKASI TENAGA KERJA WANITA
DI SEKTOR INFORMAL.

Tenaga kerja adalah tiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja guna
menghasilkan jasa atau barang untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat (pasal 1
Undang-undang Ketentuan Pokok Mengenai
Tenaga Kerja No. 14 tahun 1969). Definisi
tersebut mengandung arti yang luas, karena
baik tenaga kerja yang bekerja di dalam
hubungan kerja (= bekerja di bawah perintah
orang lain) maupun orang yang bekerja di luar
hubungan kerja (= yang bertanggung jawab

secara mandiri) dan tanpa memandang jenis
kelamin (pasal 2) adalah termasuk di dalam
pengertian tersebut, Dapat pula disimpulkan
bahwa semua orang yang mampu bekerja, baik
di sektor formal maupun informal, adalah tenaga
kerja dimaksud UU. No. 14/1969.

Sektor informal itu sendiri pertama kali
diperkenalkan oleh K Hart pada tahun 1972 di
dalam studinya di Ghana yang kemudian
dikembangkan oleh International Labour Or-
ganization (ILO) pada tahun 1973. © Batasan
sektor informal ini belum ada kesepakatan,
antara lain: %

1. Menurut Hidayat, sektor informal di Indo-
nesia pada umumnya tidak mempunyai
hubungan formal dengan pemerintah
ataupun sistem perbankan. Pada umumnya
sektor informal tidak tergantung pada
bahan-bahan maupun teknologi impor, dan
jalur pemasaran hasil-hasilnya sangat
kurang.

2. Menurut Squire, sektor informal adalah
mereka yang bekerja sendiri ataupun usaha-
usaha yang mempunyai pekerja kurang dari
lima orang. Peraturan upah minimum dan
faktor-faktor institusional kurang ber-
pengaruh terhadap penghasilan pekerjaan
ini karena suplai tenaga kerja biasanya
dalam keadaan berlebih yang menyebabkan
penghasilan tetap rendah.

Dari pengertian-pengertian diatas,
maka pada dasamya sektor informal adalah
sektor yang tidak terkena oleh Undang-Undang
upah minimum, dan meliputi semua lapangan

4 Zainab Bakir dan Cris Manning, Angkatan Kerja di Indonesia; Parfisipasi, Kesempatan dan
Pengangguran, PPK-UGM, Rajawali, Jakarta, 1984, hal, 119.

9 ]bid., hal. 120,

e 36 .
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tidak berani meminta hak cuti tersebut karena
takut kehilangan sebagian atau bahkan seluruh
upah, yang scharusnya diterima selama masa
cuti.

Bagi tenaga kerja wanita memang ada
pembatasan-pembatasan tertentu dalam
melakukan pekerjaannya, yaitu dalam rangka
pemberian perlindungan terhadap keselamatan-
nya (keschatan dan kesusilaannya), terdapat
dalam pasal 7 sampai pasal 9 Undang-Undang
Kerja nomor : 12/1948, antara lain :

a. Wanita tidak boleh bekerja pada malam hari
(pukul 22.00 malam - 05.00 pagi).

b. Wanita tidak boleh bekerja di dalam tambang,
lobang di dalam tanah atau tempat lain untuk
mengambil logam dan bahan dari dalam
tanah. '

¢. Wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan
yvang berbahaya bagi kesehatan atau
keselamatannya scrta kesusilaannya.

Pembatasan-Pembatasan tersebut ada
perkecualiannya, yaitu jika pekerjaan itu
menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya
dijalankan oleh wanita, atau berhubungan
dengan kepentingan atau kesejahteraan umum.
Namun pengecualian terscbut dapat
dilaksanakan apabila dipenuhi syarat-syarat
untuk menjaga kesehatan dan kesusilaan tenaga
kerja wanita itu, misalnya tersedianya
kendaraan antar jemput pihak dari perusahaan.

Hal-hal inilah, yaitu pemberian hak-hak
khusus bagi pekerja wanita dalam rangka tugas
reproduksinya serta pembatasan-pembatasan
dalam melakukan pekerjaan, yang membuat

_pihak majikan sering enggan untuk menerima
tenaga kerja wanita, sehingga lapangan kerja
yang tersedia untuk wanita, juga terbatas.
Masalah lain vang dihadapi oleh tenaga kerja
wanita di sektor informal adalah eksploitasi jam

kerja yang dijalani oleh tenaga kerja, terutama
sebagai pembantu rumah tangga.

Kedudukan mereka sangat lemah, baik
dari segi upah yang tidak sebanding dengan
banyaknya kenja yang dilakukan, jam kerja yang
tidak ada pembatasan (hampir 24 jam penuh
setiap hari) dan pengabdian kepada majikan
yang harus dijalani, seakan-akan mereka adalah
milik dari majikan. '

. Tentang waktu kerja dan waktu
istirahat ini sebenarnya telah ditentukan dalam
UU. 12/1948, yaitu tidak boleh menjalankan
pekerjaan lebih dari 7 jam sehari 40 jam
seminggu. Waktu istirahat sedikit-dikitnya
setengah jam setelah 4 jam bekerja terus-
menerus dan tiap minggu sedikit-dikitnya ada
satu hari istirahat, serta adanya libur hari raya.

Dalam praktek pelaksanaanya,
ternyata terhadap tenaga kerja sebagai pe-
mbantu rumah tangpa ini tidak dapat diterapkan
sesuai peraturan tersebut. Hubungan kerja
antara pembantu rumah tangga dengan
majikannya yang biasanya bersifat ke-
keluargaan, terkadang semakin membuat
kedudukan pihak pekerja menjadi lemah.
Umumnya mereka menerima upah yang
didasarkan kehendak majikan, sedangkan
pekerjaan yang ada menuntut tanggung jawab
yang berat, dimana seringkali mereka harus
mengorbankan nyawa untuk menjaga harta
benda majikan.

Masalah-masalah tersebut di atas, bagi
tenaga kerja wanita di sektor informal, semakin
diperlemah dengan kenyataan bahwa peraturan
perundang-undangan yang ada belum dapat
menjangkau untuk memberikan perlindungan
hukum kepada mereka. Masalah perlindungan
hukum inilah sebenamya yang menjadi masalah

* uytama bagi tenaga kerja di sektor informal,

tenaga kerja wanita. Di mana dalam kenyataan-
nya, walaupun bagi tenaga kerja di sektor
formal sudah ada peraturan perundang-
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undangan yang mengatur, namun dalam
prakteknya masih terdapat banyak
penyimpangan-penyimpangan. Apalagi bagi
tenaga kerja di sektor informal yang belum ada
peraturan perundang-perundangannya.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
TENAGA KERJA WANITA
DI SEKTOR INFORMAL

Pengertian tenaga kerja dalam pasal 1
UU.14/1969 memang meliputi pula tenaga kerja
di sektor informal, namun dalam kenyataanya
belum ada peraturan perundang-perundangan
yang mengatur lebih lanjut tentang tenaga kerja
di sektor ini, baik masalah upah, keamanan dan
keselamatan kerja. Peraturan mengenai
perlindungan upah misalnya, yaitu PP. No. 8/
1981, di dalamnya menyebutkan tentang
pengertian pengusaha dan tenaga kerja yang
hanya terbatas dalam lingkup suatu perusahaan,
sehingga untuk PP ini hanya melindungi tenaga
kerja di sektor formal saja.

Demikian juga peraturan perundang-
perundangan lain, misalnya UU.No.1/1970
tentang Keselamatan Kerja, UU. No.12/1964
tentang Pemutusan Hubungan Kerja di
Perusahaan Swasta, dan PP. No.21/1954
tentang Istirahat Tahunan Bagi Buruh.

Di dalam Buku III Bab 7A Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),
pasal 1601-d sampai 1601-g, menyebutkan

‘tentang pembuatan Perjanjian Kerja, yang

secara implisit menyebutkan bahwa perjanjian
kerja dapat dilakukan baik tertulis maupun lisan,
Namun dalam kenyataannya akan menyulitkan
pihak pekerja apabila terjadi perselisihan dengan
majikannya, yaitu untuk membuktikan adanya
perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan.

Seperti kasus-kasus penganiayaan
pembantu rumah tangga yang terjadi akhir-akhir
ini, sebagaimana diberitakan di media cetak

koran maupun majalah. Dimana pihak majikan
yang melakukan penganiayaan, hanya dapat
dijangkau dengan pasal-pasal pidana peng-
aniayaan (pasal 351 KUHPidana). Sedangkan
apabila terjadi pemutusan hubungan kerja,
maka pthak pekerja akan mengalami kesulitan
dalam menuntut hak-haknya, baik melalui
pengadilan maupun arbitrase di Departemen
Tenaga Kerja. ’

Perlindungan hukum yang ada pada
saat ini, juga hanya memberikan perlindungan
kepada wanita dalam kedudukannya sebagai
istri, yaitu dengan UU.No.1/1974 tentang
Perkawinan. Sedangkan perlindungan hukum
kepada kedudukan wanita sebagai tenaga kerja,
befum ada.

Konvensi ILO tahun 1979 tentang
Penghapusan segala bentuk diskriminasi ter-
hadap wanita, khususnya di lapangan pekerjaan,
sebenamya juga memberikan perlindungan
yang tidak sedikit. Namun setelah diratifikasinya
konvensi tersebut, melalui UU. No.71/1984,
masih diperlukan peraturan pelaksanaannya
agar berlaku secara efektif. Hak-hak yang
diatur di dalam konvensi tersebut antara lain:

1. Hak untuk bekerja sebagai hak asasi
manusia;

2. Hak atas kesempatan kerja yang sama,
termasuk penerangan kriteria seleksi yang
sama dalam penerimaan pegawai;

3. Hak untuk memilih dengan bebas profesi
dari pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan
pekerjaan dan semua tunjangan dan fasilitas
kerja, dan hak memperoleh latihan kejuruan
dan latihan ulang, termasuk masa kerja
sebagai magang, latihan kejuruan dan latihan
ulang.

4. Hak untuk menerima upah yang sama,
termasuk tunjangan-tunjangan baik untuk
perlakuan yang sama sehubungan dengan
pekerjaan dengan nilai yang sarna, maupun
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persamaan perlakuan dalam penilaian c. Faktor ekonomi, yaitu bahwa secara

kualitas pekerjaan

5. Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam

hal pensiun, pengagguran, sakit, cacat, lanjut
usia, serta lain-lain, ketidakmampuan untuk
bekerja maupun hak atas masa cuti yang
dibayar.

.-Hak atas perlindungan kesehatan dan

keselamatan kerja, termasuk usaha
perlindungan terhadap fungsi melanjutkan
keturunan.,

" Peraturan-peraturan yang ada dalam

kenyataannya belum berlaku efektif, juga
karena adanya faktor-faktor yang mem-
pengaruhi, antara lain :

a.

Faktor budaya, yaitu masih berlakunya nilai-
nilai atau norma-norma yang berasal dari
konsep "patriakhi" sebagai suatu ideologi
yang tidak banyak mengalami perubahan.
Faktor ini menimbulan pandangan bahwa
wanita adalah tenaga kerja peringkat kedua,
atau dengan kata lain bahwa kerja yang
dilakukan oleh wanita di sektor publik adalah
kerja sampingan. Sehingga hak-hak yang
diterimanya juga dibedakan dengan pekerja
utama/peringkat pertama (pekerja pria).
Faktor sosial, yaitu karena adanya
pandangan bahwa kedudukan wanita dalam
masyarakat bahwa wanita tidak scharusnya
bekerja di luar rumah, sehingga keberadaan
wanita yang bekerja di luar rumah dianggap
berbahaya atau rawan oleh bahaya,
khususnya oleh tindakan pelecehan
seksual.

ekonomis tenaga kerja wanita akan banyak
merugikan pthak majikan, karena adanya
biaya yang berkaitan dengan tugas
reproduksi wanita., antara lain cuti haid, cuti
hamil dan sebagainya. Disamping itu
produktivitas wanita juga dianggap lebih
rendah, karena banyaknya waktu istirahat
yang diberikan.
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PENUTUP

Masalah-masalah yang dihadapi
tenaga kerja wanita di sektor informal
sedemikian kompleks, karena tingkat partisipasi
angkatan kerjanya dipengaruhi oleh berbagai
faktor, yaitu faktor budaya, sosial dan ekonomi,
Faktor-faktor ini yang menentukan peranan
wanita dalam kehidupan masyarakat sebagai
istri, ibu dan juga sebagai bagian dari sumber
daya manusia dalam pembangunan.

Sedangkan seperti yang telah kita
bahas di atas, maka peraturan perundang-
perundangan yang ada belum dapat
menjangkau keberadaan tenaga kerja wnaita

di sektor informal, terutama dalam menghadapi

masalah-masalah disekitarnya. Sehingga untuk
saat ini merupakan suatu hal yang sangat
mendesak adanya peraturan perundang-
perundangan yang dapat memberikan
perlindungan hukum bagi tenaga kerja di sektor
informal, khususnya tenaga kerja wanita, untuk
menjalankan peranannya dalam berpartisipasi
sebagai bagian dar sumber daya mansia dalam
pembangunan.

Kalaupun peraturan perundang-
perundangan yang diharapkan belum dapat
terwujud, maka sebaiknya para pembentuk
hukum dapat menciptakan produk-produk
hukum yang dapat menyelesaikan masalah-
masalah yang ada melalui putusan-putusan
hakim yang berkekuatan hukum tetap.
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